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ABSTRAK

Pemberian palayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan minimum sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat. Yang lebih memprihatinkan lagi, masyarakat hampir sama sekali tidak memahami secara pasti tentang pelayanan yang seharusnya diterima dan sesuai dengan prosedur pelayanan yang baku oleh pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan adalah merupakan salah satu issu yang sangat krusial dalam study manajemen, baik dalam lingkup manajemen sektor publik maupun manajemen sektor privat. Hal ini terjadi karena tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kwalitas pelayananan dari tahun ketahun menjadi semakin besar sementara itu praktik penyelenggaraan pelayanan tidak mengalami perbaikan yang berarti. Buruknya pelayanan publik menjadi salah satu indikator gagalnya reformasi birokrasi. Asa memperbaiki pelayanan publik sebenarnya tersembul dengan diundangkannya UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sayang, implementasi undang-undang ini dinilai masih belum maksimal.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena peneliti berencana melakukan pengamatan terhadap sikap birokrasi secara umum. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Balongsari Kota Surabaya. 
Bahwa komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya sudah cukup baik. Bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi tersebut yaitu sosialisasi, memberikan onformasi baik melalui media elektronik maupun media cetak. Sumber daya yang tersedia terutama sumber daya manusia sudah tersedia dengan baik, sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dengan baik. Untuk anggaran, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes sudah memiliki sumber dana yang cukup yaitu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sumber daya yang berupa sarana dan prasarana, kondisi saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Diketahui bahwa struktur birokrasi yang mencakup pembagian tugas, kerja sama serta keterkaitan tugas juga pedoman dalam pelaksanan tugas sudah dilaksanakan dengan baik. Komitmen dari pelaksana kebijakan meskipun belum menyeluruh sudah dapat dikatakan baik. Untuk itu komitmen pelaksana kebijakan dalam hal pelayanan pada Kantor Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
 

Kata Kunci 	:	Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik dan Kantor Kelurahan



ABSTRACT



Giving palayanan that meet established standards indeed become part of the need to be observed. While this is still often perceived that the minimum service quality though still far from the expectations of society. Even more worrying, the public is almost totally understand exactly about the services that should be accepted and in accordance with standard procedures by government services. Improved quality of service is one of the crucial issues in the study of management, both in the sphere of public sector management and private sector management. This happens because the community demands for quality improvement pelayananan from year to year becomes larger while the practice of service delivery did not experience significant improvement. Poor public services is one indicator of the failure of bureaucratic reform. Asa improve public services actually sticking with the enactment of Law No. 25 of 2009 on Public Service. Unfortunately, implementation of this law is still considered maximum.
This research uses qualitative research, because researchers plan to conduct observations on the attitude of the bureaucracy in general. This research was conducted at the Village Office Balongsari Surabaya.
That communications made in implementing the policy of Act No. 25 of 2009 on Public Services at the Village Office Balongsari Tandes District of Surabaya is good enough. Forms of communications made in the implementation of that socialization, provide onformasi either through electronic media and print media. Available resources, especially human resources already available with both, it can carry out the duties and functions of the District Sub Balongsari Tandes well. For the budget, Village Balongsari District of Tandes own resources are sufficient funds from the local government and central government. The resources in the form of facilities and infrastructure, conditions are now better than ever. It is known that the bureaucratic structure that includes the division of tasks, cooperation and connection tasks are also guidelines in the conduct of the task has been carried out properly. The commitment of implementing the policy although it has not already be said to be good overall. The commitment to implementing the policy in terms of service to the Village Office Balongsari Tandes District of Surabaya should be increased to better again.

Keywords: Policy Implementation, Public Services and Village Office
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